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Abstract
Construction activities may be considered successful if they are able to meet the objectives, which are completed at the specified time, in accordance with the cost allocated and meet the implied quality requirements. But in the achievement of the goal is influenced by various factors, one of which is a risk factor. The risks in this case are uncertain circumstances in the construction process that may have adverse impacts or matters that do not correspond to cost, quality or time. The purpose of this study was to identify the risk factors that contractors might experience, determine the level of risk, determine the dominant risk factor and find the risk ratio of the lump sum contract and unit price in terms of cost, time and quality as contractor consideration in decision making determines its contract.

The analysis process begins by defining the problem and creating a hierarchical structure consisting of 3 (three) level objectives (level I), criteria (level II) and alternative (level III). This is followed by a pairwise comparison matrix for priority criteria (level II) and alternative (level III) priority weight to obtain the final result of the comparison of lumpsum contract risk and unit cost contract on the construction project from cost, time and quality aspects.

The result of analysis with AHP method is obtained that unit price contract more influence to cost aspect which can cause cost swelling than lumpsum contract with ratio 75,79% : 24,21%. The Lumpsum contract has a greater influence over the time aspect that may cause the project completion delay compared to the unit price contract with a ratio of 51,31% : 48,69%. Lumpsum contract has more influence to quality aspect than contract of unit price with ratio 50,86%: 49,14%. Overall use of unit price contracts has a higher priority risk weight than the use of lumpsum contracts with a ratio of 57.87% : 42.13%
Based on the results of comparison analysis of lumpsum contract risk and unit price contract, it is expected that the contractor will pay more attention to the dominant risk factors of both contracts before conducting the tender process and signing the contract to anticipate the possibility of risk so that to minimize its impact lead to greater loss.
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Abstrak
Kegiatan konstruksi dapat dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi tujuannya, yaitu selesai tepat waktu yang ditentukan, sesuai dengan biaya yang dialokasikan dan memenuhi persyaratan kualitas yang diisyaratkan. Namun dalam pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor risiko. Risiko dalam hal ini adalah suatu keadaan/peristiwa yang tidak pasti dalam proses kegiatan konstruksi yang dapat memberikan dampak merugikan atau hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana baik terhadap biaya, mutu maupun waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor risiko yang kemungkinan dialami kontraktor, menentukan tingkat risiko, menentukan faktor risiko dominan serta menemukan perbandingan risiko kontrak lumpsum dan unit price dari aspek biaya, waktu dan mutu sebagai pertimbangan kontraktor dalam pengambilan keputusan menentukan kontrak.

Proses analisis dimulai dengan mendefinisikan masalah dan membuat struktur hirarki yang terdiri dari 3 (tiga) level yaitu tujuan (level I), kriteria (level II) dan alternatif (level III). Kemudian dilanjutkan dengan membuat matriks perbandingan berpasangan untuk penentuan bobot prioritas kriteria (level II) dan alternatif (level III) sehingga diperoleh hasil akhir yaitu perbandingan risiko kontrak lumpsum dan kontrak unit price pada proyek konstruksi dari aspek biaya, waktu dan mutu.

Hasil analisis dengan metode AHP diperoleh bahwa kontrak unit price lebih berpengaruh terhadap aspek biaya yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya daripada kontrak lumpsum dengan perbandingan 75,79% : 24,21%. Kontrak lumpsum lebih berpengaruh terhadap aspek waktu yang dapat menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian proyek dibandingkan kontrak unit price dengan perbandingan 51,31% : 48,69%. Kontrak lumpsum lebih berpengaruh terhadap aspek mutu daripada kontrak unit price dengan perbandingan 50,86% : 49,14%. Secara keseluruhan penggunaan kontrak unit price lebih tinggi bobot prioritas risikonya dibandingkan dengan penggunaan kontrak lumpsum  dengan perbandingan 57,87% : 42,13%.
Berdasarkan hasil analisis perbandingan risiko kontrak lumpsum dan kontrak unit price diharapkan agar kontraktor lebih mencermati faktor-faktor risiko dominan kedua kontrak sebelum mengikuti proses tender maupun penandatanganan kontrak untuk mengantisipasi risiko yang kemungkinan terjadi untuk meminimalisir dampak yang menyebabkan kerugian semakin  besar.
Kata Kunci: Risiko, Biaya, Waktu, Mutu, Kontrak Lumpsum, Kontrak Unit Price, Metode AHP
PENDAHULUAN 
Latar Belakang
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado setiap tahunnya mempergunakan bidang jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung, jalan, irigasi, dll dengan pelaku bidang usaha adalah kontraktor-kontraktor yang telah berpengalaman dalam bidang konstruksi. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, kontrak merupakan ikatan baku antara pemilik proyek selaku pengguna jasa (owner) dengan pelaksana/kontraktor selaku penyedia jasa.  Dua  jenis  kontrak  yang  secara  garis  besar digunakan  adalah  kontrak lumpsum (harga tetap) dan  kontrak unit price (harga satuan). Sebagian besar kontrak yang ada di Indonesia, posisi penyedia jasa selalu lebih lemah dari pada posisi pengguna jasa. 

Dalam setiap usaha akan selalu muncul secara berdampingan dua hal yang kontradiktif yaitu peluang memperoleh keuntungan dan risiko menderita kerugian, termasuk dalam usaha jasa konstruksi. Kegiatan konstruksi dapat dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi tujuannya, yaitu selesai tepat waktu yang ditentukan, sesuai dengan biaya yang dialokasikan dan memenuhi persyaratan kualitas yang diisyaratkan. Namun dalam pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor risiko. Risiko dalam hal ini adalah suatu keadaan/peristiwa yang tidak pasti dalam proses kegiatan konstruksi yang dapat memberikan dampak merugikan atau hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana baik terhadap biaya, waktu maupun mutu. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui apakah memang risiko kontrak lumpsum lebih besar dari kontrak unit price, seberapa besar perbandingan risiko biaya, waktu dan mutu sistem kontrak lumpsum dan sistem kontrak unit price pada proyek konstruksi di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hirarchy Process (AHP) yang merupakan metode multicriteria decision making untuk mengetahui bobot kriteria risiko dominan yang menjadi skala prioritas terhadap kontrak lumpsum dan  kontrak  unit price sehingga diperoleh perbandingan kontrak mana yang lebih berisiko ditinjau dari aspek biaya, waktu dan mutu.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah: 
1) Mengidentifikasi faktor risiko yang kemungkinan dialami kontraktor pada saat menggunakan kontrak lumpsum dan kontrak unit price; 
2) Menentukan tingkat risiko kontrak lumpsum dan kontrak unit price dari aspek biaya, waktu dan mutu; 
3) Menentukan faktor risiko dominan kontrak lumpsum dan kontrak unit price dari aspek biaya, waktu dan mutu; 
4) Menemukan perbandingan risiko kontrak lumpsum dan unit price sebagai pertimbangan kontraktor dalam pengambilan keputusan.
TINJAUAN PUSTAKA
Proyek Konstruksi
Tarore dan Mandagi (2006) mendefinisikan proyek adalah suatu proses dari gabungan rangkaian aktivitas-aktivitas sementara yang mempunyai titik awal dan titik akhir, yang melibatkan berbagai sumber daya yang bersifat terbatas/tertentu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proyek konstruksi adalah merupakan usaha mendirikan bangunan dengan waktu tertentu dengan mengunakan sumber daya yang terbatas. Waktu tertentu disini dimaksud artinya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan memiliki durasi waktu (bulan, tahun), tidak berulang. Untuk mengukur sukses tidaknya pelaksanaan suatu proyek dapat dilihat pada tiga aspek, antara lain hemat biaya, tepat waktu dan tepat mutu.
Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam Undang-Undang No. 18/1999 tentang jasa konstruksi menyatakan bahwa  kontrak  kerja  konstruksi  adalah  “  Keseluruhan   dokumen  yang  mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan  konstruksi”.  Menurut Yasin (2003), bentuk kontrak konstruksi dibagi menjadi 4 yaitu berdasarkan aspek perhitungan biaya, berdasarkan aspek perhitungan jasa, berdasarkan aspek cara pembayaran dan berdasarkan aspek pembagian tugas. 

Berdasarkan aspek perhitungan biaya, kontrak konstruksi ada dua macam bentuk yang sering digunakan yaitu fixed price atau lumpsum dan unit price sehingga kontraknya sering disebut kontrak harga pasti dan kontrak harga satuan.

Kontrak Lumpsum
Sesuai dengan PP No. 29/2000 pasal 20 ayat (3), tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan fixed price atau lumpsum adalah ”Kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah”.  
Kontrak Unit Price
Penjelasan  Pasal 21 ayat (2) PP No. 29/2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi, tertulis “Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran   dikarenakan adanya kesalahan  aritmatik, harga penawaran  total  dapat  diubah,  tetapi harga satuan tidak boleh diubah. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan. Semua risiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan harga terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak/harga pekerjaan.
Pengertian Risiko
Pada setiap kegiatan usaha termasuk usaha jasa konstruksi selalu muncul dua kemungkinan yaitu adanya peluang memperoleh keuntungan dan risiko menderita kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara sederhana risiko dapat berarti kemungkinan akan terjadi akibat buruk atau akibat yang merugikan. Dalam perspektif kontraktor, risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu keadaan/peristiwa/kejadian dalam proses kegiatan usaha, yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran usaha yang telah ditetapkan (Asiyanto, 2005).

Risiko hanya boleh diambil bilamana potensi manfaat dan kemungkinan keberhasilannya lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk menutupi kegagalan yang mungkin terjadi. Dalam hubunganya dengan proyek, maka risiko dapat diartikan sebagai dampak komulatif terjadinya ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap sasaran proyek (Soeharto, 2001).

Institute of Risk Management (IRM) mendefinisikan risiko sebagai kombinasi dari peluang kemungkinan dari peristiwa dan konsekuensinya. Konsekuensi dapat beragam mulai dari yang negatif sampai yang positif. Hal ini adalah definisi yang secara luas dan praktis yang dapat dengan mudah digunakan.
Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah suatu proses pengkajian risiko dan ketidakpastian yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus. Agar risiko dapat dikelola secara efektif maka langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis risiko, yaitu mana yang bersifat risiko usaha (businness risk) dan mana yang bersifat risiko murni. Risiko proyek diklasifikasikan sebagai risiko murni, kemudian diidentifikasikan lagi berdasarkan potensi sumber risiko atau dapat pula berdasarkan dampak terhadap sasaran proyek. Pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko ini adalah dengan cause and effect, yaitu dengan menganalisa apa yang akan terjadi dan potensi akibat yang akan ditimbulkan (Lewin, 2014). 

Identifikasi Risiko

Identifikasi   risiko   adalah   suatu   proses yang sifatnya berulang. sebab risiko-risiko baru kemungkinan   baru   diketahui   ketika   proyek sedang berlangsung selama siklus proyek. Frekuensi pengulangan dan siapa personel yang terlibat dalam setiap siklus akan sangat bervarasi dari satu kasus ke kasus yang lain. Tim proyek harus selalu terlibat dalam setiap proses sehingga mereka bisa mengembangkan dan memelihara tanggungjawab terhadap risiko dan rencana tindakan terhadap risiko yang timbul (PMBOK, 2000).

Analisis Risiko

Analisis  merupakan  perkiraan  dari  apa  yang  akan  terjadi  jika  suatu  keputusan diambil. Faktor utama dalam memilih teknik analisis risiko adalah tergantung pada tipe dan besar kecilnya proyek, informasi yang tersedia, biaya analisis, waktu yang tersedia untuk  menganalisis, serta pengalaman dan keahlian analis (Smith, 1999). Secara  garis besar ada dua macam cara untuk melakukan analisis risiko, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif (PMBOK (2004). 

1) Analisis Risiko Kualitatif; Metode untuk melakukan prioritas terhadap daftar risiko yang telah teridentifikasi untuk penanganan selanjutnya. Perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan kinerja proyek secara efektif dengan fokus pada risiko dengan prioritas tinggi. Analisis risiko secara kualitatif menguji prioritas dari daftar risiko yang telah teridentifikasi dengan menggunakan peluang kejadian dan pengaruhnya pada kinerja proyek.
2) Analisis  Risiko  Kuantitatif; Dilakukan pada daftar risiko yang telah dilakukan secara kualitatif yang secara potensial dan substansi berdampak terhadap kinerja proyek. Metode ini merupakan proses menganalisis dampak dari risk events dan memberikan penilaian berupa ranking terhadap daftar risiko.

Metode AHP
AHP  merupakan  suatu  model  pendukung keputusan  yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan  menguraikan  masalah  multi  faktor  atau  multi  kriteria  yang kompleks   menjadi   suatu   hirarki,   menurut   Saaty   (1993),   hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah  tujuan,  yang  diikuti  level  faktor,  kriteria,  sub  kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. 
AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

1) Struktur yang  berhirarki,  sebagai  konsekuesi  dari  kriteria  yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.

2) Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.

3) Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. 
Adapun tahapan dalam metode  AHP  adalah  sebagai  berikut (Suryadi dan Ramdhani, 1998) :

1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.

2) Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan utama.
Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hirarki dilanjutkan dengan subkriteria (jika mungkin diperlukan).

3) Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria   yang setingkat di atasnya.
Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling atas hirarki  misalnya  K  dan  kemudian  dari  level  di bawahnya diambil elemen yang akan dibandingkan misalnya E1,E2,E3,E4,E5.
4) Melakukan Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.
Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Hasil   perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan.  Skala  perbandingan  perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty bisa dilihat pada  Tabel 1.
Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

	Skala
	Definisi
	Keterangan (Misalkan)

	1
	Sama-sama disukai/penting
	Elemen 1 dan2 sama-sama disukai/penting

	3
	Cukup disukai/penting
	Elemen 1 cukup disukai/penting dibanding dengan elemen 2

	5
	Lebih disukai/penting
	Elemen 1 lebih disukai/penting dibanding dengan elemen 2

	7
	Sangat disukai/penting
	Elemen 1 sangat disukai/penting dibanding dengan elemen 2

	9
	Mutlak disukai/penting
	Elemen 1 mutlak disukai/penting dibanding dengan elemen 2

	2,4,6,8
	Nilai-nilai antara
	Jika ragu-ragu dalam memilih skala, misalkan memilih sangat disukai atau mutlak disukai

	Resiprokal
	Jika elemen 1 dibanding elemen 2 adalah skala 7, maka elemen 1 adalah skala 1/7
	Asumsi yang masuk akal


Sumber : (Saaty, 1988)
5) Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.

6) Mengulangi langkah 3,4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.

7) Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks,  membagi  setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata.

8) Memeriksa konsistensi hirarki. 

Yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat indeks konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk  mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10 %.

AHP didasarkan atas 3 prinsip dasar yaitu:

1) Dekomposisi

Dengan prinsip ini struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian secara hirarki. Tujuan didefinisikan dari yang umum sampai khusus. Dalam bentuk yang paling sederhana struktur akan dibandingkan tujuan, kriteria dan level alternatif. Tiap himpunan alternatif mungkin dibagi lebih jauh menjadi tingkatan yang lebih detail, mencakup lebih banyak kriteria yang lain. Level paling atas dari hirarki merupakan tujuan yang terdiri atas satu elemen. Level berikutnya mungkin mengandung beberapa elemen, di mana elemen-elemen tersebut bisa dibandingkan, memiliki kepentingan yang hamper sama dan tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Jika perbedaan terlalu besar harus dibuatkan level yang baru.

2) Perbandingan penilaian/pertimbangan (comparative judgments).

Dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dari elemen. Penilaian menghasilkan skala penilaian yang berupa angka. Perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika dikombinasikan akan menghasilkan prioritas.

3) Sintesa Prioritas

Sintesa  prioritas  dilakukan  dengan  mengalikan  prioritas  lokal dengan prioritas  dari kriteria  bersangkutan  di level atasnya  dan menambahkannya ke tiap elemen dalam level yang dipengaruhi kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau dikenal dengan prioritas global yang kemudian digunakan untuk memboboti prioritas lokal dari elemen di level terendah sesuai dengan kriterianya

AHP didasarkan atas 3 aksioma utama yaitu :
1) Aksioma Resiprokal

Aksioma ini menyatakan jika PC (EA,EB) adalah sebuah perbandingan berpasangan antara elemen A dan elemen B, dengan memperhitungkan C sebagai elemen parent, menunjukkan berapa kali  lebih banyak  properti  yang  dimiliki elemen A terhadap B, maka PC (EB,EA)= 1/ PC (EA,EB). Misalnya jika A 5 kali lebih besar daripada B, maka B=1/5 A.

2) Aksioma Homogenitas

Aksioma  ini  menyatakan  bahwa  elemen  yang  dibandingkan tidak berbeda terlalu jauh. Jika perbedaan terlalu besar, hasil yang didapatkan mengandung nilai kesalahan yang tinggi. Ketika hirarki dibangun, kita harus berusaha mengatur elemen-elemen agar elemen tersebut tidak menghasilkan hasil dengan akurasi rendah dan inkonsistensi tinggi.

3) Aksioma Ketergantungan

Aksioma ini menyatakan bahwa prioritas elemen dalam hirarki tidak bergantung pada elemen level di bawahnya. Aksioma ini membuat kita bisa menerapkan prinsip komposisi hirarki.

Tingkat kepakaran (expert content) dari seorang pengguna metode proses ini terletak pada kemampuannya untuk menyusun suatu masalah yang kompleks menjadi suatu tatanan hirarki dan bukan terletak pada perhitungan matematis yang dilakukan untuk memperoleh bobot setiap alternatif yang ada.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survey yang dilakukan pada kontraktor kelas menengah di Kota Manado yang terdaftar di LPJK Provinsi Sulawesi Utara yang berpengalaman menangani proyek konstruksi menggunakan kontrak lumpsum dan kontrak unit price.
Tahapan penelitian ini dimulai dari Perumusan masalah, penetapan tujuan dan manfaat dan pembatasan masalah; Studi Literatur mengenai Proyek Konstruksi, Kontrak kerja konstruksi (lumpsum & unit price), Risiko, Metode AHP serta kajian penelitian terdahulu yang terkait; Pembuatan Kuesioner; Pengumpulan Data (primer dan sekunder); Penilaian Kuesioner; Analisis Data menggunakan metode AHP; Hasil dan Pembahasan dan diakhiri dengan penyusunan kesimpulan, rekomendasi dan saran.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data Responden
Dari hasil pengumpulan data, diperoleh sampel sebanyak 70 responden yang terdiri dari direktur, level manajerial, ataupun staf yang biasa terlibat dalam proses lelang proyek yang tergabung dalam kontraktor kelas menengah Kota Manado LPJK Provinsi Sulawesi Utara yang berpengalaman menggunakan kontrak lumpsum dan kontrak unit price.

Variabel-variabel penelitian
Variabel-variabel penelitian  risiko yang teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu berdasarkan  studi  literatur  dan  wawancara dengan responden. Faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja proyek dari aspek biaya, waktu dan mutu dalam penggunaan kontrak lumpsum dan kontrak unit price teridentifikasi sebagai berikut.
A. Aspek Biaya: 

1) Change order; 2) Korupsi; 3) Kebijakan Pemerintah; 4) Force majeure; 5) Inflasi; 6). Perubahan nilai tukar mata uang; 7). cost overrun; 8) Kesalahan pemilihan material/bahan yang digunakan di lapangan; 9) Kesalahan pemilihan peralatan yang digunakan di lapangan; 10) Kesulitan dalam pencairan dana dan administrasi; 11) SDM yang tidak profesional.

B. Aspek Waktu:
1) Perubahan desain; 2) Pelaksanaan proyek tidak sesuai jadwal pada perencanaan awal; 3) Kesulitan dalam penyediaan material, peralatan dan metode yang digunakan; 4) Persetujuan dan Perijinan; 5) Perubahan hukum; 6) Banyak proyek yang ditangani dalam waktu bersamaan; 7) Akses di/ke lapangan; 8) Kondisi lingkungan sekitar saat proyek dimulai; 9) Keahlian tenaga kerja; 10) Sanksi atas keterlambatan pelaksanaan proyek; 11) Jadwal dari owner tidak realistis.

C. Aspek Mutu:
1) Personil pemilik, kontraktor dan konsultan yang tidak ahli/ profesional dalam pengukuran prestasi pekerjaan; 2) Prosedur dan konsisteni penolakan terhadap pekerjaann yang tidak memenuhi syarat mutu; 3) Pengawasan pelaksanaan mutu proyek dilakukan sangat ketat; 4) Pengujian mutu proyek tidak secara rutin dan tidak mengikuti kaidah yang ditetapkan; 5) Pemilihan bahan/material proyek tidak sesuai standar; 6) Kondisi alam; 7) Buruknya komunikasi; 8) Klaim; 9) Perbedaan kondisi site di lapangan; 10) Lingkup kerja tidak lengkap; 11) Proyek Baru; 12) Produktivitas konstruksi yang rendah; 13) Keamanan lingkungan kerja; 14) Manajemen proyek tidak sesuai; 15) Risiko kelalaian mitra usaha.
Penilaian Tingkat Risiko
Setelah data hasil kuesioner ditabulasi, dilakukan pereduksian variabel dengan cara mengalikan antara frekuensi dan dampak sesuai jawaban responden tiap variabel untuk mendapatkan nilai tingkat risiko. Dari hasil penilaian tingkat risiko tersebut dipilih 5 variabel dengan tingkat risiko tertinggi masing-masing aspek baik kontrak lumpsum maupun kontrak unit price yang akan digunakan dalam analisis risiko selanjutnya.

Terdapat perbedaan tingkat risiko kontrak lumpsum dan kontrak unit price sehingga gabungan dari faktor risiko tertinggi yang diperoleh pada kedua kontrak menghasilkan 21 faktor risiko dengan keterangan ranking 1 = sangat berpengaruh; 2 = lebih berpengaruh; 3 = berpengaruh; 4 = kurang berpengaruh; dan 5 = tidak berpengaruh sepeti ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2. Ranking Faktor Risiko Kontrak Lumpsum dan Kontrak Unit Price

	Ranking
	Kontrak Lumpsum
	Kontrak Unit Price

	
	Var
	Faktor Risiko
	Var
	Faktor Risiko

	Biaya
	
	
	
	

	1
	A3
	Kebijakan Pemerintah
	A1
	Change order

	2
	A2
	Korupsi
	A3
	Kebijakan Pemerintah

	3
	A1
	Change order
	A11
	SDM yang tidak profesional

	4
	A8
	Kesalahan pemilihan material/bahan yang digunakan di lapangan
	A10
	Kesulitan dalam pencairan dana dan administrasi

	5
	A10
	Kesulitan dalam pencairan dana dan administrasi
	A2
	Korupsi

	Waktu
	
	
	

	1
	B11
	Jadwal dari owner tidak realistis
	B8
	Kondisi lingkungan sekitar saat proyek dimulai

	2
	B8
	Kondisi lingkungan sekitar saat proyek dimulai
	B7
	Akses di/ke lapangan

	3
	B9
	Keahlian tenaga kerja
	B2
	Pelaksanaan proyek tidak sesuai jadwal pada perencanaan awal

	4
	B7
	Akses di/ke lapangan
	B1
	Perubahan desain

	5
	B4
	Persetujuan dan Perijinan
	B3
	Kesulitan dalam penyediaan material, peralatan dan metode yang digunakan

	Mutu
	
	

	1
	C9
	Perbedaan kondisi site lapangan
	C6
	Kondisi alam

	2
	C4
	Pengujian mutu proyek tidak secara rutin dan tidak mengikuti kaidah yang ditetapkan
	C1
	Personil pemilik, kontraktor dan konsultan yang tidak ahli/ profesional dalam pengukuran prestasi pekerjaan

	3
	C10
	Lingkup kerja tidak lengkap
	C7
	Buruknya komunikasi

	4
	C6
	Kondisi alam
	C14
	Manajemen proyek tidak sesuai

	5
	C7
	Buruknya komunikasi
	C9
	Perbedaan kondisi site lapangan


Sumber : Hasil Olahan

Penyusunan Struktur Hirarki

Berdasarkan penilaian tingkat risiko di atas, faktor risiko kemudian dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan metode AHP yang dimulai dengan tahapan penyusunan struktur hirarki. Tujuan yang akan dicapai saat ini adalah menentukan faktor risiko yang dominan pada kontrak lumpsum dan unit price dari aspek biaya, waktu dan mutu proyek seperti pada gambar berikut.
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Gambar 1. Struktur Hirarki Faktor Risiko Aspek Biaya

Sumber: Hasil Olahan
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Gambar 2. Struktur Hirarki Faktor Risiko Aspek Waktu

Sumber: Hasil Olahan
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Gambar 3. Struktur Hirarki Faktor Risiko Aspek Mutu

Sumber: Hasil Olahan

Perhitungan Bobot Kriteria Risiko 

Dari hasil perhitungan matriks perbandingan berpasangan dan matriks normalitas diperoleh faktor risiko dominan yang berpengaruh terhadap aspek biaya, waktu dan mutu pada kontrak lumpsum dan kontrak unit price berdasarkan bobot masing-masing kriteria seperti ditunjukkan tabel-tabel berikut.
Tabel 3. Faktor Risiko Dominan Kontrak Lumpsum

	Aspek
	Faktor Risiko Dominan
	Bobot kriteria
	Bobot Persentase

	Biaya
	Kebijakan Pemerintah
	0,30373
	30,37%

	Waktu
	Jadwal dari owner tidak realistis
	0,34360
	34,36%

	Mutu
	Perbedaan kondisi site di lapangan
	0,27253
	27,25%


Sumber: Hasil Olahan

Tabel 4. Faktor Risiko Dominan Kontrak Unit Price

	Aspek
	Faktor Risiko Dominan
	Bobot kriteria
	Bobot Persentase

	Biaya
	Change order
	0,32320
	32,32%

	Waktu
	Kondisi lingkungan sekitar saat proyek dimulai
	0,36362
	36,36%

	Mutu
	Kondisi alam
	0,23680
	23,68%


Sumber: Hasil Olahan

Pada Tabel 3 diperoleh bahwa pada kontrak lumpsum kriteria kebijakan pemerintah merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh pada pembengkakan biaya daripada kriteria aspek biaya yang lain karena memiliki bobot persentase terbesar yaitu 30,37%. Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan waktu penyelesaian proyek adalah jadwal dari owner tidak realistis dengan bobot persentase 34,36%. Faktor risiko yang berpengaruh terhadap mutu atau kualitas proyek yaitu apabila tejadi perbedaan kondisi site di lapangan dengan bobot persentase 27,25%.

Pada Tabel 4 diperoleh bahwa pada kontrak unit price kriteria Change order merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh pada pembengkakan biaya daripada kriteria aspek biaya yang lain karena memiliki bobot persentase terbesar yaitu 32,32%. Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan waktu penyelesaian proyek adalah Kondisi lingkungan sekitar saat proyek dimulai dengan bobot persentase 36,36%. Faktor risiko yang berpengaruh terhadap mutu atau kualitas proyek yaitu kondisi alam  dengan bobot persentase 23,68%.

Normalisasi Matriks dan Perhitungan Konsistensi

Matriks normalisasi adalah hasil pencerminan dari matriks berpasangan. Dalam matriks normalisasi terdapat penjumlahan variabel dan rata-rata atau vector eigen untuk menghasilkan nilai lamda, rasio konsistensi hirarki dan indeks konsistensi hirarki. Dalam penghitungan metode AHP, pengujian validitas data dilakukan dengan menggunakan consistency ratio (CR)  dengan batasan konsistensi 10% atau dengan kata lain CR ≤ 0,1. 
Tabel 5. Rasio Konsistensi

	Krteria
	CR

	
	Lumpsum
	Unit Price

	Biaya
	0,03292
	0,05952

	Waktu
	0,02839
	0,02930

	Mutu
	0,02473
	0,00910


Sumber: Hasil Olahan

Tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan rasio konsistensi aspek biaya, waktu dan mutu dari seluruh nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang dinormalisasi adalah konsisten karena CR ≤ 0,1.

Perhitungan Bobot Prioritas Global

Dari hasil perhitungan bobot prioritas 

global aspek biaya, waktu dan mutu diperoleh hasil  akhir dimana kontrak unit price memiliki bobot persentase yang lebih besar daripada kontrak lumpsum dengan perbandingan 57,87% : 42,13% seperti yang ditunjukkan Tabel 6.

Tabel 6. Rekap Bobot Prioritas Global Kontrak Lumpsum dan Kontrak Unit Price

	Bobot Kriteria Risiko
	Biaya
	Waktu
	Mutu
	Jumlah Baris
	Bobot Alternatif
	Bobot Presentasi
	Ranking

	Kontrak Unit Price
	0,24206
	0,51312
	0,50862
	1,26380
	0,42127
	57,87%
	1

	Kontrak Lumpsum
	0,75794
	0,48688
	0,49138
	1,73620
	0,57873
	42,13%
	2


Sumber: Hasil Olahan
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Adapun diagram hasil perhitungan bobot persentase alternatif yang menyatakan bahwa faktor-faktor risiko pada penggunaan kontrak unit price lebih tinggi bobot persentasenya daripada kontrak lumpsum seperti pada Gambar 4.
Gambar 4. Diagram Bobot Persentase Alternatif Kontrak Lumpsum dan Kontrak Unit Price

Sumber: Hasil Olahan
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada penggunaan kontrak lumpsum, kriteria faktor risiko pembengkakan biaya paling dominan jika terdapat kebijakan Pemerintah; kriteria faktor risiko keterlambatan waktu penyelesaian proyek paling berpengaruh yaitu kriteria jadwal dari owner tidak realistis; kriteria faktor risiko mutu proyek yang dihasilkan paling dominan apabila terdapat perbedaan kondisi site lapangan dengan yang tertera di kontrak.
Pada penggunaan kontrak unit price, kriteria faktor risiko pembengkakan biaya paling dominan jika terjadi change order; kriteria faktor risiko keterlambatan waktu penyelesaian proyek paling berpengaruh yaitu kondisi lingkungan sekitar saat proyek dimulai yang tidak mendukung dengan bobot prioritas; kriteria faktor risiko mutu proyek yang dihasilkan paling dominan yaitu kondisi alam dengan bobot 23,68%.

Hasil analisis dengan metode AHP diperoleh bahwa pada proyek konstruksi di Kota Manado, faktor risiko penggunaan kontrak unit price lebih tinggi pengaruhnya dibandingkan dengan kontrak lumpsum dengan perbandingan 57,87% : 42,13%. Dari hasil tersebut direkomendasikan agar kontraktor lebih mencermati faktor-faktor risiko yang dominan yang teridentifikasi sebelum mengikuti proses tender maupun sebelum penandatanganan kontrak sebagai bahan pertimbangan untuk mengantisipasi risiko dan menghindari terjadinya pembengkakan biaya proyek, keterlambatan waktu penyelesaian proyek serta mutu proyek yang dihasilkan agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin  besar.

Saran

Berdasarkan keterbatasan hasil penelitian yang telah dicapai dan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian pada penelitian selanjutnya, maka dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbandingan terhadap jenis kontrak lainnya seperti kontrak gabungan, kontrak terima jadi (turn key) atau kontrak presentase dan juga lebih spesifik terhadap objek yang akan dibahas seperti proyek jalan, gedung atau jembatan serta melanjutkan ke tahap manajemen risiko selanjutnya yaitu respons risiko dengan metode analisis yang berbeda sehingga dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas lagi.
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